KEFPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REFUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 26 TAHUN 2023
TENTANG

TATA KELOLA PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN

BADAN PANGAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

d.

bahwa untuk memenuhi kebutuhan pengawasan atas
akuntabihitas penvelenggaraan tugas dan fungsi Badan
Pangan Nasional yang semakin dinamis, perlu dilakukan
pengawasan intern vang lebih efektif dan memberikan nilai
tambah bag pencapaian tujuan kebijakan nasional dan
rencana strategis Badan Pangan Nasional;

bahwa untuk mewujudkan pengawasan intern vang lehih
efektif dan memberikan nilai tambah bagl pencapaian
tujuan kebijakan nasional dan rencana strategis Badan
Pangan NMNasional sebagmimana dimaksud dalam huruf a,
perlu  mengatur tata kelola pengawasan intern  di
lingkungan Badan Pangan Nasional;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan hurufl b, perlu menetapkan Peraturan

Badan Pangan Nasional tentang Tata Kelola Pengawasan
Intern di Lingkungan Badan Pangan Nasional;

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan
Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 162);

Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional
[Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 372);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL TENTANG TATA
KELOLA PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN BADAN
PANGAN NASIONAL.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan;:
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14. Badan Perneriksa Kouangan vane selanjuniya disingka | BPK
adalah lemlaga neguara vang bertapas unoak memeriksa
pengclolonn dac tangeong jowaly  keodngan negara
sehpaimiana  dimaksul  dislann Undang-Undang Dasar
Nepara Republilk indonesia Tahun 1945,

15 Badan Penpgawsasan Kouangan dan Pembangunan, vang
selajutnya disinghkal BPKIEY, adalaby aparat pengawasarn
inlern pemerintah yang berada di bawah den bortanggang
jawalr kepada Presiden.

BAETI
PENYELENGGARAAN PENGATWAZAN [NTERN

Prazal 2
Ingpckrorat moenyclenggarakan Pengewasan  Tnilerm atas
pelalesanaan tapas den fungs:
a. Linil Keoa Bselan T, dan
b. saruan kerja dekonsentrgsl dan iagas pembantuan <3
bidatg parsan.

*aaal 3
Pengawasan Inteen sebumpaimana dicnaksod dalar Pasal 2
nicliputi
Q. AILFUNS;
b konsultansi; dan
c. Pengawasan hiern latonya.

Faral 1
Asurans selbapaimana dimaksod dalam Pasal 3 hurot 4 melipoti:
A dudit;
B orewiwg
c. evaluwst, dan
d. pemaniauan.
Pasal 5

Konsultansi scbagairmana dimaksod dalam Pasal 3 hurul b
melipaiie

9. ugistensi; Jdan

I himbingan.

Pasal b
Pengawasan lorern lainnya  sebupaimana dimaksind  dslam
Pasal 3 horal o peling sedilor melipols;
a. sousialisasd;
b. telanh,
i, lokakarya, seminar, dan kegiaan edukasi laianya;
. penvusunan naskah kebijalan Pengawasan; don
. perelatan,

Pasal
Relentuan lebih lanjut mengenal pelaksanaan Pengawasan
Tnlern sebapaimans imaksud dadam Pasal 3 digiur dalam
petunjule rteknis vang diletapkan oleh Kepula Badan.




BAE 111
MANAJEMEN PENGAWABAN INTERN

Bapgimo Besut
FPelaksuna Peagawasan Intern

Frsul &

(1) Penpawssan ntern di liogkunegsan Badan Pangean WNagional
dilaksanakan  aleh 2w Pengewasan  [nrern yang
keanggotaannya lerdin atas Audiror.

(2§ Delam hal  diperlukan dan berdasarkan persemajuan
Inspekiur. Pengawasan Inicrn sebagaimana dimalosud pada
aval (1] dapat dibaniu oleh Pegawai vang ditunjule sesuai
dongan keenpeicnsinya.

[} Tim Pengawasan Inlern schagaimang dimalesud parda ayvat
{1] ditezapkan oleh:

a. Kepala Badan: atag
b. lnspekiar,
sesual liewenangannva berrlaszrkan surat tugas,

Bagman kedua
Tatiapan Pengawasan Trern
E B

Paragral 1
TEmaen

Pasal
Munajemen Pengawasan Intern ditukuken dengan cahapan;
A, porencanaan Pengawasan Indenng;
b. pelaksanaan Perngaseasan nlern;
o komunikasi hasil Pengawasan Inlern;
d. petaksanaan dodak laniut hasil Perimswasan Tolem: dan
¢ pemantauan dan pencentiaan stanos tindak largut hasil
Pengawasan Tnlenl.

Faragrai 2
Porevicanaan

Fazal 10
(1) Perencanaan Pengawasan [otorn seharaimans dima ks
dalam Pasal 8 huruf a disusun oleh Inspekrorat palitg
sedikit erdazackan;
i, Tehcans strategis Badan Pargan Nasinnal;
b rencand strategis Lnit Kerja Tsclon [
o profil risiko vang dihasilkan dari proses 1014 £ reT]
Trigikar dan
i amanal  dalam ketentusn peratusan Perundang.
undacian.
[£] Perencanaan Pengawssan Intern sebagaimany dimaksod
parka avat |11 terdirl atas:
. rencana stralegis Inspekrorat; dan
b. program kerja Pongawasan Intern labnan.




Pazal 11

[1] Bencena strategis  Inspeklorar schagaimana  dimalosud
dalam Pasal 10 ayar (2) hurul & ditctapkan oleh Tnspelkiur.

2 lrograrn kerja Pengawssan lntorn cahunan sehagaimata
dimalksud dalarn Pasal 10 avat (2] haruf s disampasikan olel:
Inspckrur kepads Kepala Badan melalui Sekredzris Uama
untuk mendapAdl persctujusn.

(31 Berdazarkan prerserujuan ecbasaimans dirnakscd pada ayal
[2p Inspekour menetapkan program kerjn Penpgawasan iern
rahiunan.

(1) Inspekiur monysmpaikan prooram koeja Pernpawssan
[otern 1ahunan schagaimana dimaksad pada ayal (3] secera
rectulis kepaca piopitan Tl Kers Bselon L

Paragral 3
Pelaksanaan

I*asal 12
{11 Pelakeanaan Pengawazan tern selwpgaimana dirmaksucd
dalani Pazal @ hurud b mengaca pada program kera
pengawasan Ishunan dan jadwsl kegiatan Pengawsassn
Intern vaop cisusun olch te Pengawazan lnlern.

A1 Peloksanaan Penpawasan loiern sebagzimana dimaksod
pada  aval (1} dilakukan dalum jangks wakto voaong
tercanlum dalam surad lugas [inspektar.

(&F Apabila  pelaksanaan Penpawazan Tnlern tdal dapan
digielesaikan sesum dengan angks wakiu yang iercAanium
rlalam surak tugas sehagaumana dimaksud pada aval [2] tm
Pernpawasan Iatern harus menvampaikan laporan roeoulis
pada Inepekiuc discreal alasan peovebabnva.

{4] Berdasarkan laperan terialis schagaimana dimakaud pada
avat [3), [nspektur dapal roempocrpanjang jangka wakin
polaksanaan Pengawasan [nlem,

Pazal 1.3

(1} Fim Pengawsasan Inlern menvampaikan koosep laperan
hasil Pengawasan Inlern dalam jangka wakti paling lam®al
14 [empat belas] han zerja selelah berakhirmya jangks
wakiu surat tugas,

2] komscp Lapordan Hasil Pengawasan Intern sehassimana
dimakeud pada wyat 1) disampailiac: secara tenulis kepada
mapoktur untulk  dilakckan revin dan selanjuoya
mendapatkan  perselujoun menjadi laporan hasi
PCIIZAWASHTL,

Pragal 141
Dalam melaksanalkon Penguwosan Infern, fun Pengawasan
Tntern dilarang:
a. mengambil abih ranggung jawsb Auditan atas pelaksansa
tuagas dan tunpsi; dan
b. anelakukan penpawasan di luar cuang lingkap ponusasan
vang direrapkan dalarn surat ragas,




(1)

(4]

(3]

(1]

{Z]

CA -

Puragral 4
Koemunikasi

I'asal 15
Kormunikas)  hasil  Pengawasan [ofern seheyraimana
rhirmmaksud dalam 'asal 4 tbarat ¢ dilakakao oleh Inspokour
Lepadd Auditan dalam bentuk lapoean hasi] Penpawssan
Inicrn.

Laparan haszil Pengawasan Tnlern schapaimana dimaksudd
pada ayar (1) mermwat rekomendasi hasi] DPengawasan
[mrern.

Dralam hal laparss hasil Peng@mawasan ntern anermga?
rckomendasi vace lecheds dengan vang telal: disampraikac
pada saar perlemugsn skhiv, om Pengawasan Entern harus
menyarmpaikan perybahan rekomendasi kepads Audican
unnik cnendepatkan angpapan sebelun laporan hasil
Penuawasan Intcrn dizelesaikan.

Laporan hazi] Pocingawazan hiemn sehbagaimana dinmeaksorl
pracla myal 4] disampaikan secars tertaids kepada Aaditan
ek dilakukon dodak Tamjur dan ditcrobuskan Lepada
pimpinan Auditan,

Chalam hal dipeshiakan, komunikasi hasil Pengdwasan lntern
dapat dilalukan melalui media elektronik.

Iaragrat o
Pelaksanaan Tindalk Lanjut 1Ta s Pengawasan Erero

Pasal |6

Pelnksanaman  tndak lanjut basil  Pengwwasan  Inicen

sebmpaimana dunaksud  dzlam Pasal % hborol d, wajb

ilakulksn oleh Auditan leshadap hasil Pengawsasan oo

vang tercantinn dalsm laporan hasil Pengowasan Teiern

stgual desigan Jangka walion yane dilentukan.

Thhak vang melaksanakan tindak lanjuc hasl Pengawasan

bnrern melipuli;

a. pejalmfpoegswal vang disebutkan dalam rekomendas,
hasil Pengawasan nlern;

v pelaksana  hariao (Plh)/pelaksara lupss (Pl e
pejabat vang disebutkan  dalam rekomendasi hasi
Pengawasan Tnlern;

. grasan dacl pegebat; pegawai vang disebulkan calam
rckomenddast nasil Penpawssan Intlerm sccara
borjenjang, dalarm Fral pelaksang harian
{Plh pfpelaksana togas [Pl dari pejabat vang
dizebulkan dalam rekomnendasi hasil Peneawazas Iniarn
beharn diferapleas,

d. pejabur pada onil kerja baru vang memilild mgas dan
Tungsl scsual dengan rekomendast hasil Pengawszan
Intern, dalam bal terjadi reorganisas,

L. atasaon langsung  dan pejabat pegawai vang
direkomendasikan untuk dijziuhl hokuman disiplin
dunfatan pejabdl yong berwenang dan berlanggong
lawab unluk menjatubikan hukuman disiplin sesuu

dengan ketontuan  peraturst perundang andangan:
arall
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f. pibwk la2in berupy perscorangan atau koorpaoras] sclain
boaenl &, kearul b, hurnaf o, haraf 4, dan hural o, vace
diserhutkan dalun rekemendasi hasi]  Pengswasan
lriern,

(3] Prlakszna harian (Plh)/ pelaksana 1ieas (P sebagaimana
dirnaksud pada avat (2 hura! b dalam melaksanakan tindak
lamjut haell Pengawazan Intern dilakesanakon scsual doengan
kewenangannya  berdasarkan ketentuan persluran
perundang-undar: gan.

(4] Pelaksanaan tindak  lanjul hasil DPengawasan Intern
sebagaimana dimaksud pada avat (1] dilsporkan cleh
Auditan kesada Tnypekrerat dalarn jangka waktu paling
lama 30 {riga puhub) hari kexja serzlah lwporan Pengawasan
Intern duerima cich Auditan dano ditembuskan  kepada
plmpioan Auelifan,

(3t Apabila Aedilan tdak menimlaklanjuti hasil Pengawasan
Intern lanpa alasan yang sab dalam jonola wakly vang
diteniukan, Inspektorar dapal melakuloan Auwdilt dengan
My Werlentua.

FPrasn! 17

Pelaksanaan tindak Tanjul alas hasil Penpgawasan Intern dapal

ihlimpahkan  lkepada pihak lain vang heracnang  dernguan

persclujuan Kepale Badan melalui Sekrelasis Utams, dulsm
brial;

A lerdapat tesilan vang bemndikasi dndal pidans korupsi,
kolusi, dan nepotisme arau tindak pidana lain vang menurar
ketentuan  peraturan perundang-undangan omenjari
kewenangan aparar penepak huloemn;

b. cindak lanjur ermusn berupa penagihan atas EALILHTLT
tepArs, maka penyelessian tindak lanjut discrahkan kepads
PENIIE Orusan piulang nogara, alay

G lediadl roeorganisdst unic kerjafsaluan kesja baik berupe
pembubaran,  penggabuangan,  dangatan perampingan,
schingga unil kerja semuly Lerubah nama Alau bencuk dari
¥ung disetnitkan 4i dalam taporan hasil Pengawasan Tritem,
maka penyelesaian tindak lan'un diserashkan kepada unit
lerja vany meomiliki tugas dan funss vang meniadl raang
lingkuan Benpawasan Inlerm.

d. terjadi reorganisasi unit kerja/saluan kera baik boraps
pembubaran,  penggabungan,  dan/aran porampiogun,
sehingga unit kecja/satusr: kerja sermola borubah ooamea
dlatt beniuk darl yang disebutkan i dalam laparan hasil
Pengawasan  Intern,  maka  penvelesainn  dodak lanjut
diserahkan kepada wnil kerja yang memiliki lugss dan
fungsi yany menjadi cuang lingkup Pengawasan Intern.

Pasal |8
Lralium hal hasil Penpawasan [ncecn mengonduog unsur cindak
pidana, penyeicsaian lndsix lanjut hssil Pengawasan [nrern
tidale menghspuskan tunluian pidacs.

Paraprslk 6
Pemantalan dan Penenluan Scanis Tindak Lanjul Hasi]
Penpawasan nkern




Pazal 19

(1) Pestiantauan dan penenlusan starus tndak lanjut hasil
Ircngawasan [hrern sehaygaimana dimaksud dalam Pasal ©
huruf ¢, didakukan melali perdlasn terhadap penjelasan
dan hukll pendukung  penyvelesaian tindgsk lanjue nasil
Petgawasan Intern unluk mencitaulan stetos 1indak et
bazil Penpawasan Tnlern.

[2) Penilzian sebagaimana dirmakeud padz oyvat {11 menjadi
Langeung jawszh thn Pengawasan Intern wang melaksanakan
Pengmwasan [ntermn.

{3] Dalam hal hasil penilaian dindak lanjut has] Pengswasan
lnterty vang dilsksanaken oleh Aunditan tidak sesum) dengan
rekomendast hasil Peopradasan Intern. tim Pengswasan
[tern meminty penjelasan kepadas Audilan

4] Dalam  pelaksanaan pemancavan findsk lamjue hasil
Vengawasan em sehagaimana dimaksind pads avat (1),
tim Pengawasan hilern berkoordinasi dengan Auditan ol
pemutakbiran data timdak lanjud secara berkeala.

Pasal 20

(1) Pencntuan status nindak langac hasil Pengasaaear [nbern
sehugaimana dimaksul dalam asal 19 avatl {1 dilelapkan
aleh Inspelkctur.

2y Status lndak lanjut hasil Peogawasan lniern sebapgaimani
dimakenid pacds dyac (1) terdied alas:

a, tindak  lamjut telah dilaksanalan sesual deopan
rekomendasi, sehingga dinvatakan Tanlas,

It lindak lanmr elab dilaksonakan 1etapl belum sesoai
cdengan rekomendasi, sehinegga dinyatakan proscs,

c. rekeanendas: belom ditindaklangjutl;, dan

d. rekotmendasi fidak dapatl ditinclaklanjud sezvail denegan
alazan yany sah, schingga dinvalakan sebagai femuan
hasil pengawa san vang tidak dapal ditindaldanjai,

i3 Btatus tndak lanjul. sehagaimana dimaksud pada avat (1
hurof a disampaikan Inspekiorat oepada Agditan.

(4] Starus tindak lanjut sebagaimanas dimaksud pado avar [2)
hurul b dan huraf ¢, dilakokan pembahasan lebdh lanjot
ariara Inspektorar dengan Auditan.

[3) Bratus dindak lanjur sebapaimana dimaksud pada ayval (2]
burul of, dilcrapkan oleh  [nspektur setclah  dilakukan
polnbatiasan olch L Penogwasan Intern,

IPasal 21
1 Audilan dapar menpajukan permohonan peneslapan staius
reloomendssi tdak  dapat  ditindaklinjutl seteygraimana
dimalisud aslam Paszl 20 avar (2] horaf d terhadap
rekornendasi hasil Penpavwasan Inlern kepada Tnspelour.
(2] Kriterid  pencrapan status  orekomendasi lidak  dapat
ditindaklanjuil  schapaimana  dimaksod  pada avat (1)

m lpari:
A, lenmdzn hast] Pengawasan lntern yang rekemendasinya
cacar,

v, lemuan hasi! Pengawasan [ntcro ridak memadai;
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c. tocmuaan hasil Pengawasan Truern lain vang tidak dapat
ddinndaklanguil; dan

d. rcmuan hasgl Pecpawasan Intern vane disanggah
dengan aldsan yung sah dan dapat ditecirns wleh
[nspelitorat.

(3] Hasil Penpawasan Tnlern vang olah ditetapkan slaisnys
menjadi rekoemendasy tidak dwpal ditindaklaojutl, tidak
dilakukan pemaninuan kbib lanjui.

Frsal 22

(T} Tnapekior menvusus rekapinlast hasil pomantanan atias
tindak lanjpn hasil  Poepgowasan Infern sebogaimana
clirnaksud dalam Pasal 20 4yal (3).

[2] Reckapitulasi has] pemantauan atas lindag lanju: bhasil
Penigaaasan Inern sebagaimana dimalisud parda aval 1]
disampaikan oleh Tnspektur lkepada Kenala Badan melalui
Sekreturie Ulama secara Terkala setiap & (enam) bulan alaua
scwaktu-waklu apabila diperlukan.

BAE IV
PERTANTATIAN TINDAWK LTANTUT HASIL PEMERTKSAAN Bill
AN PENGAWAZAN BPKF

Paszal 23

(1) Uit Kegu Esclon | dan saluan kerja dekonsentrasi dan
lugas pombantuan di bidang Pangan sajib o menyvuson
rercang aksl penvelesaian tindak lanpat rekomendasi hesil
pomeriksaan BPK atau pengawasan BIRE.

(2} Penyusunan rencana aks! schoagaimans dimalisnd pada avart
(1} dikoordinagikan  oleb Sekretaris Utams dengan
melibsthsn Unit kerja Eselor: T dan saiuao kena
deleonsenirasi dan tugas pembantuan i bidang pangan
lerkait scsua: denygan linghup pemerilksaan BPE atao
pongawasan BRI

(3] Permantauan peovelesaian cencang aksl sebugaimana
dimalsud pada ayat (1] dan pembabasan tindak Lanjut
rekumendasi hasil pemeriksaan BPK atau pengawssan BPKP
dikoordinasikan oleh unit kerla Eselon 1] vang membidangi
urusan kevangan di ingkungan Badan Pangan Nasicoal

EBAR WV
SISTEM INFORMAZ] PENGAWASAN INTERN

[*a=al 24
[1] Méilam  rangks  chsiensi dan efeknivitas pelaksangan
Mengawasan Intern, [nspekioral mengemismngksn sistenm
informasi Penpawaszan Tnler,
{2] Sistem  informasi Pengawasan Intern sebasaimana
dienaksad pade avat (1] melip:d;
A aplikasi ukses data dan informeas] clektoooilk pada Unit
Eoena Eselon b
B aplikasi siscern manajemen Pengawasan Intern, dan
. aplikasi pemaorauan hasil Pengawasan [ntern
Imspelotarar.
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[3F Pegawal vang mempunysl akses ke dalam sistem infoemas
Penpawasan nlern wigjib monjasga kerabaziaan, inlegrilas,
dan kerersedizgn datd dan sistomn intonmasi Penpawasan
intarn.

[1) Peguwal vang lidak melaksanakan keronman sebapaimana
dirnaksal peckd avat () dikenalkan sanks sesual dengan
kelenbuyan peraiuran perundang-uncdangan.

BAE VI
PRHNERAPAN PERANGKAT PROFRER]

I*asal 25

{1] Pelaksanasn Penegawasan lntern menerapkan porangkat
profosi Penpawasan  Intern yang  ikeluarkan cleh
organisasi peociesi Aoditor Intern Permerinlah Indonesia
vang paling sedikit terdirl alas;

A, stundar Auditg

b kode crik:

i, podoman telash sejawiar; dan

d. podoman Tain lerkait Pengawasan Trilern,

(2} Dalam ranghka memenuhi prinsip dasar dalam Pengowasan
Intern, Inspektorat menyvusun piagam Pengawasan Tnlsrn
detigan memperhatikan formal vang  dikeluarkan oleh
organi=asi profest Audiloe Intern Pemcorintal enlonesia

[3h Plagarm Penpawasan lntern sebagaunana dimaksod pada
aval [2) merapakan pernyalaan tortulis mengenai;

d. WIs13

b misg;

rLo s

d. kowconangan; dan
£, mEnggung jawab,
[nspoktorar

(4 Piagom: Pengawasan [nrern sebagaimane dimalsud pada
avat [2] chitetapkan oleh Kepala Badan.

Bab vl
FENDANAAN

Pazizl 26
Penyrelenggaraan tals kelola Pengswasan Intern di lingkungan
Badan Pangan Nagional bersumboer pada:
<. anggaran perdspatan dan belanja nesars; dandata
b osumber pendanaan lain yeng sah dan menmiliatl sesaai
dengae kelentusn peraluran peruncdzcg-undangamn,

BAE VITT
EETENTUAN PENLITUR

Pasal 37
Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tangeal diondanskan.




i i

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 November 2023

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIEF PRASETYO ADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 November 2023

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASAS] MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 898,

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BIRO ORGANISASI, SUMBER DAYA MANUSIA, DAN HUKUM
ANIA BADAN PANGAN NASIONAL,






